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ABSTRAK 

DISHARMONISASI REGULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI 

DAERAH: STUDI EMPIRIS ATAS PENGGUNAAN SOP DAN 

KEPASTIAN HUKUM DI KOTA METRO 

Oleh : 

IIS SINTA WATI 

NPM. 2102031006 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa disharmonisasi hukum dalam praktik 

pembentukan peraturan dan penyusunan terhadap regulasi pengadaan barang dan 

jasa (PBJ) Di Kota Metro, dengan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat 

terwujudnya harmonisasi hukum, serta mengkaji dampaknya terhadap 

pelaksanaan PBJ dan kepastian hukum bagi aparatur pelaksana di Tingkat daerah. 

Penelitian ini mengadopsi model hukum empiris dengan pendekatan normative-

empiris, melalui analisis peraturan perundang-undangan, dokumen SOP PBJ, 

serta wawancara dengan aparatur pada bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah Kota Metro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmonisasi 

regulasi terjadi karena belum tersedianya regulasi daerah yang hierarkis dan sah 

selaras sesuai dengan Undang – Undang No. 12 Tahun 2011, sehingga 

pelaksanaan PBJ bertumpu pasa Standart Operasional Prosedur (SOP) internal 

yang tidak memiliki daya ikat umum. Kondisi tersebut diperparah juga oleh 

belum optimalnya pemahaman pihak aparatur terhadap asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan, dinamika perubahan regulasi nasional yang 

cepat, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta minimnya keterlibatan perancang 

peraturan perundang-undangan. Disharmonisasi regulasi berdampak pada 

melemahnya kepastian hukum, munculnya perbedaan penafsiran, dan 

meningkatnya Risiko administratif dalam setiap tahapan PBJ. Penelitian ini 

berkontribusi dengan menawarkan penguatan harmonisasi regulasi PBJ berbasis 

hierarki norma sebagai prasyarat terciptanya kepastian hukum, efektivitas 

kebijakan, dan tata Kelola pengadaan yang akuntabel di tingkat daerah. 



 

https://v3.camscanner.com/user/download


MOTTO 

 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 

-Q.S AL-Baqarah: 286 

 

 

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak akan 

mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.” 

-Q.S Yasin: 40 

 

 

“Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, 

jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding 

dengan perjuangan mereka menghidupimu.” 

 

 

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, 

jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya.” 

 

-Iis Sinta Wati 
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Abstrak 

Adapun tujuannya dari penelitian ini guna menganalisa disharmonisasi hukum dalam praktik 
pembentukan peraturan dan penyusunan regulasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Kota Metro, 

mengidentifikasi faktor-faktor penghambat terwujudnya harmonisasi hukum, serta mengkaji 
dampaknya terhadap pelaksanaan PBJ dan kepastian hukum bagi aparatur pelaksana di tingkat 
daerah. Penelitian ini mengadopsi model hukum empiris dengan pendekatan normatif-empiris, 

melalui analisis peraturan perundangan, dokumen SOP PBJ, serta wawancara dengan aparatur 
pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Metro. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa disharmonisasi regulasi terjadi karena belum tersedianya regulasi daerah yang hierarkis dan 
sah selaras dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, sehingga pelaksanaan PBJ bertumpu pada 
Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang tidak memiliki daya ikat umum. Kondisi tersebut 

diperparah oleh belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap asas pembentukan peraturan 
perundang-undangan, dinamika perubahan regulasi nasional yang cepat, lemahnya koordinasi 

kelembagaan, serta minimnya keterlibatan perancang peraturan perundang-undangan. 
Disharmonisasi regulasi berdampak pada melemahnya kepastian hukum, munculnya perbedaan 
penafsiran, dan meningkatnya risiko administratif dalam setiap tahapan PBJ. Penelitian ini 

berkontribusi dengan menawarkan penguatan harmonisasi regulasi PBJ berbasis hierarki norma 
sebagai prasyarat terciptanya kepastian hukum, efektivitas kebijakan, dan tata kelola pengadaan 

yang akuntabel di tingkat daerah. 

Kata Kunci: Disharmonisasi Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Hierarki Peraturan 

Perundang-Undangan, Kepastian Hukum 

Abstract 

This study aims to analyze legal disharmonization in practice of lawmaking and the formulation of regulations 
governing government procurement of goods and services (PBJ) in Metro City, to identify the factors 
hindering the realization of legal harmonization, and to examine its impact on implementation of PBJ and legal 
certainty for implementing officials at the local level. This research employs an empirical legal research method 
with a normative–empirical approach, conducted through an analysis of laws and regulations, PBJ Standard 
Operating Procedure (SOP) documents, and interviews with officials from the Government Procurement Unit 
of Metro City. The findings reveal that regulatory disharmonization arises from the absence of hierarchically 
valid and legally binding local regulations as required by Law Number 12 of 2011, resulting in the 
implementation of PBJ relying primarily on internal SOPs that lack general binding force. This condition is 
exacerbated by the limited understanding of government officials regarding the principles of legislative 
drafting, the rapid dynamics of changes in national regulations, weak institutional coordination, and the 
minimal involvement of legislative drafters. Regulatory disharmonization has led to weakened legal certainty, 
divergent interpretations, and increased administrative risks at every stage of the procurement process. This 
study contributes by proposing the strengthening of regulatory harmonization in government procurement 
based on the hierarchy of legal norms as a prerequisite for achieving legal certainty, policy effectiveness, and 
accountable procurement governance at the local level. 

Keywords: Legal Disharmonization; Government Procurement of Goods and Services; Hierarchy of Laws 
and Regulations; Legal Certainty 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Dalam praktik pembentukan peraturan daerah dan penyusunan regulasi pengadaan barang 

maupun jasa di Kota Metro, masih terlihat berbagai persoalan harmonisasi hukum yang berkaitan 

dengan ketaatan terhadap hierarki peraturan perundangan. Hal ini tercermin dari adanya 
inkonsistensi materi muatan antara regulasi daerah dan ketentuan nasional yang lebih tinggi, 

ketidaksesuaian dengan berbagai asas pembentukan peraturan perundangan sebagaimana 
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, tumpang tindih kewenangan pengaturan antar tingkatan 
pemerintahan, serta belum konsistennya penerapan teknik penyusunan peraturan perundangan. 

Kondisi tersebut mempunyai dampaknya pada pelaksanaan pengadaan barang maupun jasa di 
daerah, yang ditandai dengan munculnya perbedaan penafsiran regulasi, ketidakpastian hukum, 
dan menurunnya efektivitas sistem pengadaan barang dan jasa di Kota Metro. 

Secara teoritik dan normatif, harmonisasi hukum merupakan prasyarat fundamental dalam 
sistem peraturan perundang-undangan yang bersifat hierarkis guna menjamin koherensi norma, 

kepastian hukum, dan efektivitas pelaksanaan hukum. Dalam perspektif Stufenbau des Recht yang 

dikemukakan Hans Kelsen1, Setiap standar hukum harus diturunkan dari norma yang lebih tinggi 
dan tidak boleh bertentangan dengan norma tersebut, sehingga ketidaksinkronan regulasi baik 
secara vertikal maupun horizontal, karena berpotensi melemahkan validitas dan daya guna 
hukum2. Sejalan dengan pandangan tersebut, literatur hukum tata negara menegaskan bahwa 
disharmonisasi regulasi dapat menimbulkan fragmentasi norma dan menghambat efektivitas 
penyelenggaraan pemerintahan.3 Kerangka teoritik ini telah diinternalisasikan dalam hukum positif 
Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2011 yang mewajibkan pembentukan peraturan perundangan 
berdasarkan asas kejelasan tujuan, kesesuaian materi muatan, dan ketaatan terhadap hierarki.4 

Sehingga, harmonisasi hukum tidak hanya dipahami sebagai aspek teknis pembentukan regulasi, 
tetapi sebagai instrumen normatif yang menentukan kepastian hukum dan keberfungsian regulasi, 
termasuk dalam pengaturan pengadaan barang dan jasa di daerah. 

Adapun dalam praktik penyusunan regulasi pengadaan barang dan jasa di Kota Metro, masih 

ditemukan berbagai persoalan disharmonisasi hukum yang tampak jelas dalam proses 
pembentukan Peraturan Wali Kota (Perwali) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) PBJ. 

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pejabat pengadaan dan telaah dokumen regulatif, 
beberapa Perwali PBJ di Kota Metro belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan Peraturan 
Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terutama terkait mekanisme pemilihan 

penyedia, struktur kewenangan PA/KPA, serta penyesuaian terhadap kebijakan terbaru seperti 
katalog elektronik dan penunjukan langsung berbasis nilai tertentu. Di Laporan evaluasi internal 

pemerintah daerah tahun 2023, ditemukan bahwa sejumlah SOP PBJ masih menggunakan format 
lama dan tidak diperbarui mengikuti perubahan regulasi nasional, sehingga menimbulkan 
perbedaan penafsiran antar-PPK dan Pokja Pemilihan. Selain itu, beberapa perangkat daerah 

mengeluhkan ketidakseragaman regulasi terkait batasan kewenangan, prosedur revisi kontrak, dan 
dokumen pendukung yang berakibat pada munculnya keraguan dalam pengambilan keputusan 

administratif dan meningkatnya risiko temuan pemeriksaan. Kondisi ini semakin diperparah oleh 
minimnya koordinasi harmonisasi antarbidang dalam Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 
serta belum optimalnya pemahaman pada berbagai asas pembentukan peraturan perundangan 

sebagaimana UU No. 12 Tahun 2011, sehingga memicu ketidakpastian hukum dan menurunkan 
efektivitas sistem pengadaan barang dan jasa di Kota Metro. 

Berdasarkan kondisi empirik praktik pembentukan peraturan daerah dan penyusunan 
regulasi pengadaan barang dan jasa di Kota Metro, permasalahan utama yang mengemuka adalah 
belum terwujudnya harmonisasi hukum secara optimal antara regulasi daerah dan peraturan 

 

1 Hans Kelsen, “Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara,” Nusamedia, 2019. 
2 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan 1 : Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan, ed. Uji 

Prasetya, Revisi (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020). 
3 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang Undang, Cet.1 (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006). 
4 Lihat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan 
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perundangan yang lebih tinggi. Disharmonisasi tersebut tercermin dari inkonsistensi materi muatan 
peraturan daerah dengan regulasi nasional yang substansinya belum sesuainya dengan asas-asas 

pembentukan peraturan perundangan sebagaimana UU No. 12 Tahun 2011. Permasalahan ini tidak 
hanya bersifat normatif, melainkan juga mempunyai dampaknya yang langsung pada praktik 

penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di lapangan, khususnya dalam proses penyesuaian 
regulasi daerah terhadap dinamika kebijakan nasional yang relatif cepat. Lemahnya mekanisme 
harmonisasi dan pembaruan regulasi, keterbatasan koordinasi lintas perangkat daerah serta belum 

optimalnya pemahaman terhadap asas dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan 
berimplikasi pada perbedaan penafsiran dan keraguan dalam pengambilan keputusan administratif 

oleh pelaksana pengadaan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, 
inkonsistensi implementasi, dan menurunnya efektivitas sistem pengadaan barang dan jasa di 
daerah.5 

Penelitian terdahulu secara konsisten menegaskan bahwa harmonisasi peraturan daerah 
merupakan prasyarat fundamental dalam sistem hukum yang hierarkis, sebagaimana UU No. 12 

Tahun 2011. Barlian6 dan Elcaputera menyoroti pentingnya konsistensi pembentukan peraturan 
daerah dalam perspektif politik hukum untuk menjaga koherensi sistem hukum, sementara Insan 
Tajali Nur menekankan bahwa disharmonisasi regulasi daerah umumnya bersumber dari 

ketidaksesuaian materi muatan dan pelanggaran asas pembentukan peraturan perundangan dalam 
relasi vertikal pusat–daerah. Kajian Yeni Nel Ikhwan dan Khairani memperkuat pandangan 

tersebut melalui pendekatan teori hierarki perundang-undangan dengan menempatkan 
harmonisasi sebagai syarat validitas norma hukum, sedangkan Nela Erdianti dan Adhitya Widya 
Kartika serta Citra Nasir dkk.7 menyoroti aspek kelembagaan melalui mekanisme executive preview 

dan pengawasan preventif pemerintah pusat sebagai instrumen pencegahan disharmonisasi. 
Meskipun memberikan kontribusi penting secara normatif dan konseptual, penelitian-penelitian 

tersebut pada umumnya belum secara spesifik mengkaji praktik harmonisasi regulasi pada sektor 
pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah melalui pendekatan penelitian lapangan. Sehingga, 
penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis normatif harmonisasi 

hukum berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 dengan temuan empirik dari praktik penyusunan dan 
implementasi regulasi pengadaan barang dan jasa di Kota Metro. 

Berdasarkan kondisi empirik, telaah teoritik, serta keterbatasan penelitian terdahulu tersebut, 
penelitian ini menjadi urgen untuk dilakukan guna menjawab kesenjangan antara kerangka 

normatif harmonisasi peraturan perundang-undangan dan praktik faktual pembentukan serta 
implementasi regulasi pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis secara komprehensif tingkat keselarasan regulasi pengadaan barang dan jasa di Kota 
Metro dengan prinsip hierarki dan asas pembentukan peraturan perundangan sebagaimana UU No. 
12 Tahun 2011, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor institusional dan teknis yang memengaruhi 

efektivitas harmonisasi hukum tersebut. Secara teoretik, penelitian ini berkontribusi pada 
penguatan kajian harmonisasi hukum daerah dengan mengintegrasikan pendekatan normatif dan 

empiris dalam sektor kebijakan yang strategis dan dinamis, sementara secara praktis hasil penelitian 
ini diharapkan memberikan rujukan konseptual dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah 
daerah dalam memperbaiki mekanisme penyusunan dan pembaruan regulasi pengadaan barang 

dan jasa guna mewujudkan kepastian hukum, konsistensi regulasi, dan efektivitas tata kelola 
pemerintahan daerah. 
 

 

5 Fuqoha Fuqoha et al., “Harmonisasi Regulasi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 

Diantara Kesejahteraan Sosial Dan Kepentingan Nasional,” Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKa) 3, no. 
1 (March 17, 2023). 

6 Aristo Evandy A. Barlian, “Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki 

Perundang-Undangan Dalam Prespektif Politik Hukum,” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 
4 (May 29, 2017): 605. 

7 Citra Nasir, Tri Eka Saputra, and Christofer Sutanto, “Efforts To Overcome- Dis-
Harmonization Of Regional Regulations To Realize Harmonious Regional Regulation,” International 

Journal of Business, Law, and Education 3, no. 2 (December 17, 2022): 203–11. 
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Rumusan Masalah 
Perumusan masalah selanjutnya adalah sebagai berikut, seperti yang diuraikan dalam 

penjelasan latar belakang: 
1) Bentuk-bentuk disharmonisasi hukum apa saja yang muncul dalam praktik pembentukan 

peraturan daerah dan penyusunan regulasi pengadaan barang dan jasa di Kota Metro ? 
2) Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat terwujudnya harmonisasi hukum pengadaan 

barang dan jasa di Kota Metro, baik dari aspek normatif maupun implementatif? 
3) Bagaimana dampak disharmonisasi regulasi tersebut terhadap pelaksanaan pengadaan barang 

dan jasa serta kepastian hukum bagi pelaksana di tingkat daerah 

 

METODE PENELITIAN 

Melalui pendekatan undang-undang (statute approach), penelitian ini mengkaji secara 

mendalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, Peraturan 
Presiden No. 16 Tahun 2018 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 
2021, serta berbagai regulasi teknis yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)8 Analisis tersebut dilaksanakan dalam kerangka penelitian yang 
menggunakan metode yuridis empiris guna menelaah harmonisasi hukum pengadaan barang dan 
jasa di Kota Metro. Pendekatan ini juga digunakan untuk menilai kesesuaian peraturan daerah 
dengan hierarki perundang-undangan. diterapkan untuk mengkaji prinsip harmonisasi hukum dan 
asas-asas pembentukan peraturan. 

Adapun dalam penelitian ini, penulis mengadopsi pendekatan secara kualitatif guna 
mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai sinkronisasi regulasi selaras dengan UU No. 
12 tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundangan. Dalam hal ini pendekatan kualitatif 
mempermudah penulis dalam membedah permasalahan yang berkaitan dengan harmonisasi 
hukum secara vertical dalam peraturan perundang-undangan. Data primer didapatkan melalui 

wawancara mendalam (In deep Interview)9 dengan narasumber kunci Bapak Ariyanto,S.T selaku 

pembina dan advokasi dan Bapak Zikri Vebri Prima,S.STP.,M.A selaku pejabat unit kerja Pengadaan 
Barang dan Jasa di Kota Metro sedangkan data sekunder berasal dari dokumen hukum, laporan 
resmi, maupun literatur ilmiah. Studi dokumen10 dilakukan untuk menelaah dokumen regulasi dan 
peraturan daerah, sementara observasi nonpartisipatif11 diterapkan untuk mengamati praktik 
pengadaan barang dan jasa di Kota Metro. 

Dalam penelitian ini, teori hierarki norma Hans Kelsen dan prinsip kepastian hukum Gustav 
Radbruch digunakan sebagai teori utama untuk menilai validitas dan keteraturan regulasi PBJ 
berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011. Teori pendukung berupa kerangka harmonisasi regulasi, teori 

system hokum, kesadaran hukum, konsep legalitas administratif, dan asas lex specialis derogat legi 

generali serta temuan empiris sebelumnya memperkuat analisis terhadap potensi disharmonisasi. 

Penggunaan statute approach memfokuskan kajian pada struktur peraturan perundang-undangan, 

sedangkan pendekatan kualitatif menghubungkan teori dengan praktik di lapangan. Melalui 
kombinasi data normatif dan empiris, penelitian ini menampilkan gambaran utuh mengenai 
disharmonisasi PBJ di Kota Metro dan relevansinya dengan hierarki norma hukum. Dengan 
demikian, teori tidak hanya menjadi dasar konseptual, tetapi juga diverifikasi melalui data lapangan 
dan dokumen regulatif secara sistematis. 

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan langkah-langkah yang meliputi identifikasi 

masalah, evaluasi kesesuaian peraturan daerah dengan regulasi nasional, dan sintesis konseptual 
untuk merumuskan rekomendasi. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan solusi komprehensif yang tidak hanya memperbaiki sistem hukum pengadaan barang 
dan jasa di Kota Metro, melainkan juga meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas 

 

8 Sri Mamudji Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1 Cet 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2009). 
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3 (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014). 
10 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2022. 
11 ibid 
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pengelolaan anggaran daerah. Kajian ini didukung oleh referensi yang relevan, termasuk literatur 
hukum seperti panduan resmi dari LKPP, serta peraturan perundang-undangan terkait. 

 

PEMBAHASAN 

A. Disharmonisasi hukum dalam praktik pembentukan peraturan penyusunan 
regulasi pengadaan barang dan jasa di Kota Metro 

Temuan penelitian mengungkapkan bahwasanya praktik penyusunan dan 

pelaksanaanregulasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Kota Metro diwarnai oleh berbagai bentuk 

disharmonisasi hukum, terutama disharmonisasi vertikal yang berkaitan dengan ketaatan terhadap 
hierarki peraturan perundangan sebagaimana UU No. 12 Tahun 2011. Bentuk disharmonisasi yang 
paling menonjol adalah digunakannya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai dasar hukum 

utama dalam pelaksanaan PBJ, padahal secara normatif SOP tidak masuk ke dalam jenis dan 
hierarki peraturan perundang-undangan. Penggunaan SOP sebagai instrumen utama pengaturan 
menunjukkan adanya inkonsistensi struktural karena SOP tidak memiliki kedudukan yang setara 

atau menggantikan Peraturan Presiden maupun peraturan teknis LKPP yang secara hierarkis 
berada pada tingkat lebih tinggi. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pemahaman dan penerapan 

prinsip hierarki norma dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Disharmonisasi regulasi pengadaan barang dan jasa di Kota Metro semakin nyata ketika tidak 

ditemukan adanya regulasi daerah yang secara formal dan hierarkis sah, seperti Peraturan Daerah 
atau Peraturan Wali Kota, yang berfungsi menurunkan dan mengoperasionalisasikan ketentuan 
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021. Dalam perspektif 

teori hierarki norma (Stufenbau des Recht) Hans Kelsen12, ketiadaan norma turunan tersebut 

menyebabkan terputusnya rantai validitas norma, karena norma operasional di tingkat daerah tidak 
memperoleh legitimasi dari norma yang lebih tinggi melalui mekanisme atribusi atau delegasi 
kewenangan. Akibatnya, meskipun dalam praktik Pemerintah Kota Metro merujuk pada Peraturan 
Presiden dan peraturan teknis LKPP sebagai regulasi tertinggi pengadaan, pelaksanaan PBJ justru 
bertumpu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang berada di luar struktur norma 
formal negara. 

Dalam kerangka normatif UU No. 12 Tahun 2011, kondisi tersebut menunjukkan 

ketidaksesuaian dengan prinsip keselarasan antara jenis, hierarki, maupun materi muatan 
peraturan perundang-undangan. UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa peraturan pelaksana 

di tingkat daerah harus dibentuk melalui instrumen hukum yang diakui secara hierarkis agar 
memiliki daya ikat dan kepastian hukum. Ketiadaan regulasi turunan daerah menyebabkan SOP 

yang sejatinya hanya memiliki kekuatan administratif internal justru berfungsi sebagai substitusi 
regulasi formal. Dalam konstruksi Hans Kelsen13, norma yang tidak berada dalam struktur hierarkis 
dan tidak memperoleh legitimasi dari norma yang lebih tinggi tidak dapat menimbulkan kewajiban 

hukum yang sah. Oleh karena itu, struktur regulasi PBJ di Kota Metro menjadi tidak utuh dan tidak 
berjenjang sebagaimana disyaratkan oleh sistem hukum nasional, sekaligus memperlihatkan bahwa 

disharmonisasi yang terjadi bersifat struktural dan normatif, bukan semata persoalan teknis 
administratif. 

Hasil wawancara dengan Bapak Ariyanto,S.T, selaku pejabat yang terlibat dalam pembinaan 

dan advokasi PBJ Pemerintah Kota Metro mengonfirmasi bahwa pengadaan barang dan jasa sebagai 
rangkaian proses yang kompleks dan strategis, mulai dari perencanaan hingga serah terima hasil 
pekerjaan. Kompleksitas tersebut menuntut adanya sistem regulasi yang jelas, terstruktur, dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.14 Namun demikian, informan juga mengakui bahwa 
dalam praktiknya SOP lebih banyak dijadikan pedoman kerja utama aparatur pengadaan, meskipun 

tidak didukung oleh regulasi daerah yang memiliki legitimasi hukum formal. Hal ini menunjukkan 
adanya kesenjangan antara kebutuhan praktik administratif dengan prinsip legalitas pemerintahan. 

 

12 Jimly Asshiddiqie, Safa’at, and Ali, “Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,” Sekretariat Jenderal 
& Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. 

13 Asshiddiqie, Safa’at, and Ali. 
14 Wawancara dengan Bapak Ariyanto,S.T, pada Juni 2025 
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Disharmonisasi juga tampak pada aspek materi muatan SOP PBJ Kota Metro. Berdasarkan 
analisis dokumen, SOP yang mengatur tahapan teknis pengadaan. Mulai dari perencanaan, 

pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak belum secara eksplisit merujuk atau 
menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam Perpres maupun peraturan LKPP. Akibatnya, materi 

muatan SOP berpotensi menyimpang dari kerangka normatif pengadaan nasional dan kehilangan 
relevansi hukum apabila terjadi sengketa atau pemeriksaan. SOP yang disusun tanpa dasar atribusi 
kewenangan yang jelas berada di luar prinsip legalitas dan membuka ruang terjadinya 

penyimpangan prosedural. 
Jika ditinjau dari perspektif hierarki hukum UU No. 12 Tahun 2011, posisi SOP yang berada 

di luar struktur norma formal negara hanya memiliki kekuatan administratif internal dan tidak 
dapat dijadikan dasar hukum yang mengikat secara umum, hal ini sejalan dengan temuan Agnes 
Fitriyantica.15 Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PBJ di Kota Metro mengalami 

inkonsistensi normatif akibat digunakannya instrumen non-hierarkis sebagai pengganti regulasi 
formal. Kondisi tersebut tidak hanya melemahkan kepastian hukum dan legitimasi administratif16, 

tetapi juga meningkatkan risiko hukum, termasuk potensi temuan audit, gugatan administratif17, 
hingga implikasi pidana apabila pelaksanaan pengadaan dinilai tidak memiliki dasar hukum yang 
sah.18 

Pengadaan barang dan jasa pemerintah melibatkan perolehan komoditas atau jasa oleh 
pemerintah daerah untuk memfasilitasi penyampaian layanan publik, pembangunan, dan tata 

kelola. Hidayat menegaskan bahwa pembelian barang dan jasa (PBJ) merupakan alat penting dalam 
manajemen keuangan daerah, karena hal itu memengaruhi kualitas hasil pembangunan yang 
dibiayai oleh anggaran daerah (APBD). Oleh karena itu, semua aspek pelaksanaan pengadaan harus 

mematuhi peraturan formal, termasuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 bersamaan dengan 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan peraturan LKPP, yang berfungsi sebagai instrumen 

hukum teknis yang secara eksplisit mengatur mekanisme pengadaan (PBJ). Akibatnya, SOP 
(Prosedur Operasi Standar) seharusnya hanya berfungsi sebagai tolok ukur prosedural internal, 
bukan sebagai instrumen hukum utama untuk pelaksanaan pengadaan (PBJ). 

Menurut hierarki hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Prosedur 

Operasi Standar (SOP) tidak termasuk dalam kerangka normatif negara formal, yang meliputi 
Konstitusi 1945, Keputusan MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Presiden, dan Peraturan Daerah. Prosedur Operasi Standar (SOP) bukan bagian dari hierarki hukum 

dan hanya dapat diberlakukan secara hukum jika secara eksplisit diamanatkan atau diizinkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Firmansyah menegaskan bahwa alat-alat di luar 

hierarki normatif hanya memiliki kewenangan administratif internal dan tidak dapat berfungsi 
sebagai landasan hukum yang mengikat secara universal tanpa delegasi kekuasaan yang eksplisit. 
Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pengadaan barang dan jasa di Metro City, yang 

bergantung pada prosedur operasi standar yang tidak memiliki landasan yang sah dalam peraturan 
yang diturunkan, mengakibatkan ketidaksesuaian normatif dan merusak gagasan legalitas dalam 

tata kelola daerah. 

 

15 Agnes Fitryantica, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep 

Omnibus Law,” Gema Keadilan 6, no. 3 (December 14, 2019): 300–316, 
https://doi.org/10.14710/gk.2019.6751. 

16 Illia Diedushev and Nadiia Morhun, “The Balance between Unification and Adaptation in 
Legislative Harmonisation: A Case Study of Institutional Support for the Budget Process at the Local 

Leve,” Law Journal of the National Academy of Internal Affairs, February 24, 2025, 27–47, 

https://doi.org/10.63341/naia-chasopis/1.2025.27. 
17 Umar Maksum and Suparno Suparno, “Synergy of Administrative and Criminal Law 

Enforcement as an Effort to Prevent and Eradicate Corruption in Procurement of Goods and Services 

in Government Environment,” Journal of Social Science (JoSS) 4, no. 6 (June 24, 2025): 225–41, 

https://doi.org/10.57185/joss.v4i6.473. 
18 Irfan Syafar and Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan, “Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara,” Indo-MathEdu Intellectuals Journal 6, 
no. 3 (June 9, 2025): 3851–57, https://doi.org/10.54373/imeij.v6i3.3327. 
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Temuan tersebut sejalan dan memperkuat penelitian Mustaghfirin yang menyatakan bahwa 
penggunaan SOP sebagai dasar utama kebijakan administrasi negara berpotensi menimbulkan cacat 

hukum karena SOP tidak memiliki sifat mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan.19 

Penelitian ini juga mengonfirmasi temuan Abdullah yang menyebutkan bahwa disharmonisasi 

vertikal dalam pengadaan barang dan jasa kerap disebabkan oleh digunakannya instrumen non-
hierarkis sebagai pengganti regulasi formal.20 Namun demikian, penelitian ini berbeda secara kritis 
dengan pendekatan fungsional yang dikemukakan Hidayat, yang cenderung menempatkan SOP 

sebagai instrumen manajerial untuk menjamin efektivitas pengelolaan keuangan daerah.21 Berbeda 
dari pendekatan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas administratif tidak dapat 

mengesampingkan prinsip hierarki norma dan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini 
menempatkan SOP PBJ Kota Metro sebagai faktor penyebab inkonsistensi hukum dan menegaskan 
urgensi harmonisasi regulasi berbasis hierarki UU No. 12 Tahun 2011 guna mencegah potensi cacat 

hukum dalam pelaksanaan PBJ. 
Dengan demikian, bentuk-bentuk disharmonisasi hukum dalam PBJ Kota Metro mencakup: 

(1) disharmonisasi vertikal akibat penggunaan SOP sebagai dasar utama tanpa dukungan regulasi 

hierarkis, (2) ketidakteraturan struktur regulasi PBJ karena ketiadaan peraturan daerah atau 
peraturan kepala daerah sebagai regulasi turunan, dan (3) ketidaksesuaian materi muatan SOP 
dengan ketentuan pengadaan nasional. Temuan ini menegaskan urgensi harmonisasi regulasi 

berbasis hierarki peraturan perundang-undangan melalui pembentukan regulasi daerah yang sah, 
sehingga SOP dapat berfungsi secara tepat sebagai instrumen pendukung administratif, bukan 

sebagai dasar hukum utama pelaksanaan PBJ. 
Temuan penelitian di Kota Metro menunjukkan adanya ketidakteraturan struktur regulasi 

PBJ karena ketiadaan Peraturan Daerah maupun Peraturan Wali Kota, yang secara teoritis selaras 
dengan pandangan Dwiatmoko & Nursadi yang menegaskan bahwa harmonisasi regulasi daerah 

hanya dapat dicapai apabila peraturan dibentuk melalui instrumen hukum yang sah, terstruktur, 
dan sesuai hierarki.22 Peneliti menemukan bahwa SOP lebih dominan digunakan sebagai dasar 
kerja, sedangkan penelitian Elcaputera menunjukkan bahwa kecenderungan daerah menggunakan 

instrumen non-hierarkis seperti SOP sering muncul akibat lemahnya kultur regulasi dan tidak 
optimalnya proses pengharmonisasian sebelum pembentukan kebijakan.23 Kondisi di Kota Metro 
juga sejalan dengan temuan Ikhwan & Khairani yang menyebutkan bahwa tidak adanya regulasi 

turunan menyebabkan rantai validitas norma menjadi terputus, sehingga kewenangan operasional 
pemerintah daerah tidak memiliki legitimasi yuridis yang memadai.24 Dengan demikian, praktik 

PBJ di Kota Metro tidak hanya menggambarkan masalah administratif, tetapi menunjukkan 
kegagalan struktural dalam penerapan prinsip hierarki jenis dan materi muatan peraturan 
sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2011. Hasil penelitian lapangan ini membuktikan 

bahwa teori harmonisasi regulasi dan stufenbau der rechtsordnung Kelsen bukan sekadar konsepsi 
normatif, tetapi berkorelasi langsung dengan praktik pemerintahan daerah yang lemah dalam 

penyusunan regulasi PBJ. 
Ketergantungan Pemerintah Kota Metro pada SOP internal tanpa dasar regulasi formal 

memperlihatkan lemahnya prinsip legalitas, dan kondisi ini didukung oleh temuan empiris 

 

19 Mustaghfirin, “Kedudukan SOP Dalam Pelaksanaan Hukum Administrasi Pemerintahan,” 

Jurnal Hukum Publik Vol.6, No. (2022): 45–58. 
20 Abdullah. R, “Disharmonisasi Regulasi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.” 

Jurnal Adminitrasi Publik Indonesia Vol. 12, N (2020): 201–18. 
22 Dwiatmoko, A., & Nursadi, H. “Problematika dan penataan pembentukan peraturan daerah 

melalui harmonisasi yang sentralistik.” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19, No. 3, (2022). 292–306. 
https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.949 

23 Elcaputera, A. “Urgensi harmonisasi rancangan peraturan daerah: Analisis tantangan dan 

strategi pembentukan peraturan perundang-undangan.” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 1, (2022). 
121–134. https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8236 

24 Ikhwan, Y. N., & Khairani, K. “Kerangka hukum harmonisasi peraturan daerah dalam 

perspektif teori hierarki perundang-undangan.” Nagari Law Review, Vol. 7, No. 2, (2023). 401–419. 
https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.401-419.2023 
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sejumlah penelitian terbaru. Penelitian Fuqoha dkk. menjelaskan bahwa ketidaksinkronan antara 
regulasi pusat dan daerah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperbesar ruang 

kesalahan prosedural dalam proses pengadaan. Hal ini konsisten dengan penelitian Shcherbanyuk 
dkk. yang menegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila kebijakan pemerintah 

dibangun berdasarkan norma yang sah dan berjenjang.25 Penelitian Maksum & Suparno juga 
menyoroti bahwa lemahnya struktur regulasi pengadaan meningkatkan risiko penyimpangan 
prosedural serta berpotensi menimbulkan implikasi pidana apabila setiap tahapan PBJ tidak 

merujuk pada peraturan perundang-undangan yang valid.26 Berdasarkan teori kepastian hukum 
yang berakar pada konsep Radbruch, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa struktur regulasi 

PBJ Kota Metro belum memenuhi unsur legalitas dan kepastian hukum karena dasar normatifnya 
tidak berada dalam tatanan hierarkis yang sah. Dengan demikian, temuan lapangan sangat 
berkorelasi dengan teori legalitas dan kepastian hukum, sekaligus mempertegas urgensi 

pembentukan regulasi turunan daerah sebagai syarat mutlak perbaikan tata kelola PBJ. 

 

B. Faktor-faktor penghambat terwujudnya harmonisasi hukum pengadaan barang dan 
jasa di Kota Metro 

Harmonisasi hukum dalam pengadaan barang dan jasa pada dasarnya merupakan proses 

penyelarasan norma hukum secara vertikal dan horizontal agar pelaksanaan pengadaan berjalan 
dalam satu bangunan sistem hukum yang utuh, konsisten, dan berjenjang. Hal tersebut sejalan 

dengan pendapat Yeni Nel Ikhwan dan Arie Elcaputra Harmonisasi didefinisikan sebagai upaya 
untuk menyinkronkan konsep, substansi, dan rumusan perundang-undangan untuk menghindari 

redundansi, perbedaan hierarki, dan ambiguitas hukum. Dalam kerangka teori hierarki norma Hans 
Kelsen dan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU No 12 Tahun 
2011, harmonisasi menuntut agar setiap instrumen pengaturan operasional memperoleh legitimasi 

dari norma yang lebih tinggi serta sesuai dengan jenis dan materi muatannya sebagaimana 
dikemukakan oleh Maria Farida. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa idealitas 

harmonisasi hukum tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pengadaan barang dan 
jasa di Kota Metro. 

Berdasarkan temuan empiris dan analisis normatif, hambatan terwujudnya harmonisasi 
hukum pengadaan barang dan jasa di Kota Metro tidak hanya bersumber dari kelemahan regulasi, 
tetapi juga dari persoalan implementatif dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari 
aspek normatif, hambatan utama terletak pada belum tersedianya regulasi daerah yang secara 
hierarkis menurunkan dan mengoperasionalisasikan ketentuan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 
2018 jo. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 ke dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota. 

Ketiadaan regulasi turunan tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan norma (normative gap) di 

tingkat daerah, sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bergantung pada Standar 
Operasional Prosedur (SOP), kondisi tersebut dalam pandangan Gustav Radbruck belum relevan 
secara yuridis, sebab SOP secara hukum tidak memiliki daya ikat umum. 

Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Zikri Vebri Prima, selaku pejabat 

pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kota Metro yang menyatakan bahwa hingga saat ini 
pelaksanaan PBJ masih berpedoman pada SOP sebagai instrumen teknis, karena belum adanya 

peraturan daerah yang secara khusus mengatur tata kelola pengadaan. Informan menegaskan 
bahwa SOP dipandang sebagai solusi praktis untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan, 
meskipun disadari bahwa secara normatif SOP tidak dapat diposisikan sebagai dasar hukum yang 

mengikat secara eksternal.27 Hal tersebut sesungguhnya menunjukkan adanya kesadaran aparatur 
terhadap  keterbatasan  legalitas  SOP,  namun  keterbatasan  regulasi  daerah  memaksa 
 

25 Shcherbanyuk, O., Gordieiev, V., & Bzova, L. “Legal nature of the principle of legal certainty 

as a component element of the rule of law.” Juridical Tribune, Vol. 13, No. 1. (2023). 
https://doi.org/10.24818/TBJ/2023/13/1.02 

26 Maksum, U., & Suparno, S. “Synergy of administrative and criminal law enforcement as an 

effort to prevent and eradicate corruption in procurement.” Journal of Social Science, Vol. 4, No. 6, 
(2025). 225–241. https://doi.org/10.57185/joss.v4i6.473 

27 Wawancara dengan Bapak Zikri Vebri Prima, 25 Juni 2024 
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penggunaannya dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, faktor penghambat harmonisasi 
hukum PBJ di Kota Metro tidak hanya terletak pada kekosongan regulasi, tetapi juga pada belum 

terinternalisasinya kesadaran hukum aparatur secara utuh, khususnya dalam menghubungkan 
pengetahuan hukum dengan sikap kepatuhan sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto 

terhadap hierarki peraturan perundang-undangan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zikri Vebri Prima, pembentukan Peraturan Wali 

Kota tentang pengadaan barang dan jasa belum menjadi prioritas kebijakan daerah karena adanya 

anggapan bahwa regulasi nasional telah cukup menjadi rujukan operasional. Pandangan ini 
berdampak pada terabaikannya harmonisasi vertikal antara kebijakan nasional dan kebijakan 

daerah, sehingga pelaksanaan PBJ bertumpu pada diskresi administratif aparatur. Dalam perspektif 
teori Gustav Radbruch, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya relevansi yuridis hukum, karena 
ketiadaan regulasi daerah menyebabkan hukum gagal memberikan kepastian dan orientasi 

normatif yang jelas bagi penyelenggara pemerintahan. Akibatnya, terbuka ruang perbedaan 
penafsiran antar-OPD, melemahkan kepastian hukum, dan menempatkan hukum lebih sebagai 

instrumen pragmatis administratif daripada sebagai norma yang mengikat dan membatasi tindakan 
pemerintahan. 

Dalam perspektif teori hierarki norma Hans Kelsen, kondisi tersebut mencerminkan 

terputusnya rantai validitas norma (broken chain of validity)28, karena instrumen operasional yang 

digunakan dalam praktik tidak memperoleh legitimasi melalui atribusi atau delegasi kewenangan 
dari norma yang lebih tinggi. SOP, sebagai produk administratif internal, tidak memiliki kedudukan 
dalam struktur peraturan perundang-undangan29, sehingga tidak dapat menggantikan fungsi 
regulasi formal yang seharusnya menjadi dasar hukum penyelenggaraan PBJ di daerah. Dengan 
demikian, ketergantungan pada SOP tidak hanya mencerminkan persoalan teknis administratif, 
tetapi juga menegaskan lemahnya bangunan normatif harmonisasi hukum dalam sistem pengadaan 
barang dan jasa di Kota Metro. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya harmonisasi hukum PBJ di Kota 
Metro berakar pada keterbatasan pengetahuan hukum aparatur terhadap Prinsip-prinsip 
penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011, 

khususnya prinsip kesesuaian antara jenis, hierarki, dan substansi. Dalam perspektif teori 
pengetahuan hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini mencerminkan kesenjangan pada level legal 

knowledge, yaitu pemahaman aparatur terhadap struktur dan fungsi hukum dalam sistem 
normatif.30 Keterbatasan pemahaman tersebut mendorong penyusunan SOP dengan cakupan 
materi yang seharusnya diatur dalam regulasi formal, sehingga SOP melampaui fungsi 

administratifnya dan diperlakukan sebagai dasar hukum operasional. Secara teoritik, praktik ini 
bertentangan dengan prinsip legalitas (legaliteitsbeginsel) yang menuntut setiap tindakan 

pemerintahan memiliki dasar hukum yang sah, jelas, dan berjenjang. Prinsip legalitas dalam 
pembentukan regulasi ditegaskan dalam doktrin hukum administrasi negara yang secara normatif 
dilekatkan dalam Pasal 5 dan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, yang menempatkan hierarki dan materi 

muatan sebagai syarat validitas suatu norma hukum.31 

Hasil wawancara dengan Bapak Ariyanto dan Bapak Zikri Vebri Prima, selaku pejabat pada 
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Metro menunjukkan bahwa dinamika perubahan regulasi 
nasional yang relatif cepat menjadi hambatan serius dalam pembaruan dan harmonisasi regulasi 
daerah. Penyesuaian kebijakan daerah terhadap regulasi pusat memerlukan waktu, koordinasi 
lintas OPD, serta dukungan kebijakan pimpinan daerah, namun dalam praktiknya proses birokrasi 
yang panjang dan lemahnya koordinasi struktural menyebabkan regulasi formal sering tertinggal 
dari kebutuhan operasional.32 Dalam kerangka teori sistem hukum, kondisi ini menegaskan 

lemahnya  fungsi  struktur  hukum  (legal  structure)  sebagaimana  dikemukakan  Lawrence  M. 

 

28 Asshiddiqie, Safa’at, and Ali, “Teori Hans Kelsen Tentang Hukum.” 
29 Mustaghfirin, “Kedudukan SOP Dalam Pelaksanaan Hukum Administrasi Pemerintahan.” 
30 Soerjono Soekanto, "Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum" (Jakarta: Bina Aksara, 1999). 
31 Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, "Argumentasi Hukum" (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2005). 
32 Wawancara dengan Bapak Zikri Vebri Prima, 26 Juni 2024 
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Friedman33, khususnya dalam mekanisme pembentukan dan pembaruan hukum. Ketidaksiapan 
struktur ini kemudian mendorong aparatur mengandalkan SOP sebagai solusi praktis, meskipun 

secara normatif tidak ideal. Hambatan tersebut semakin diperparah oleh keterbatasan sumber daya 
manusia di bidang perancangan peraturan perundang-undangan, tercermin dari belum optimalnya 

pelibatan perancang dalam penyusunan regulasi PBJ. Padahal, secara teoritik dan empiris, 
perancang memiliki peran strategis dalam menjamin kualitas normatif, kepatuhan hierarki, dan 
harmonisasi vertikal regulasi daerah. Ketidakterlibatan perancang berimplikasi langsung pada 

lemahnya kualitas regulasi, baik dari sisi teknik perancangan maupun keselarasan dengan 
peraturan yang lebih tinggi. 

Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa hambatan harmonisasi hukum 
pengadaan barang dan jasa di Kota Metro bersifat multidimensional dan saling berkaitan antara 
aspek normatif, struktural, dan kognitif aparatur. Ketiadaan regulasi daerah yang secara hierarkis 

sah telah menciptakan kekosongan norma yang mendorong penggunaan SOP sebagai instrumen 
utama, meskipun secara yuridis tidak memiliki daya ikat umum. Kondisi tersebut diperparah oleh 

keterbatasan pengetahuan hukum aparatur mengenai asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi 
muatan peraturan perundang-undangan, sehingga prinsip legalitas tidak sepenuhnya 
terinternalisasi dalam praktik penyusunan regulasi. Di sisi lain, dinamika perubahan regulasi 

nasional yang cepat, lemahnya koordinasi lintas OPD, belum optimalnya dukungan struktural 
dalam proses pembaruan hukum, serta keterbatasan pelibatan perancang peraturan perundang-

undangan menunjukkan bahwa struktur sistem hukum daerah belum bekerja secara efektif dalam 
menjamin harmonisasi vertikal. Akumulasi faktor-faktor tersebut tidak hanya melemahkan 
kepastian dan legitimasi hukum dalam penyelenggaraan PBJ, tetapi juga menegaskan urgensi 

pembenahan harmonisasi regulasi daerah berbasis hierarki UU No. 12 Tahun 2011 sebagai prasyarat 
bagi tata kelola pengadaan yang akuntabel, konsisten, dan berkeadilan. 

 

C. Dampak disharmonisasi regulasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 
serta kepastian hukum bagi pelaksana di tingkat daerah 

Sebagaimana ditunjukkan dalam temuan empiris pada pembahasan sebelumnya, 

disharmonisasi regulasi pengadaan barang dan jasa di Kota Metro berimplikasi langsung terhadap 

keberlangsungan pelaksanaan PBJ serta posisi hukum aparatur pelaksana di tingkat daerah. 
Ketiadaan regulasi daerah yang hierarkis dan memiliki legitimasi formal menyebabkan pelaksanaan 
pengadaan bertumpu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang tidak memiliki daya 

ikat umum. Akibatnya, aparatur pengadaan menjalankan kewenangan administratif tanpa landasan 
normatif daerah yang memadai, sehingga setiap tahapan PBJ, mulai dari perencanaan hingga 

pelaksanaan kontrak, berlangsung dalam kondisi kepastian hukum yang lemah dan rentan 
terhadap perbedaan penilaian yuridis. 

Dampak tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Zikri Vebri Prima, salah satu 

pejabat pelaksana pengadaan yang menegaskan bahwa disharmonisasi regulasi menimbulkan 
keraguan dalam pengambilan keputusan administratif. Informan menyatakan bahwa dalam 

praktik, pelaksana PBJ kerap berada dalam dilema antara mengikuti SOP internal yang tersedia atau 
menafsirkan langsung ketentuan Peraturan Presiden dan regulasi LKPP tanpa dukungan regulasi 
daerah.34 Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan risiko hukum di kemudian hari, terutama 

ketika hasil pengadaan diperiksa oleh aparat pengawasan internal maupun eksternal. Pelaksana 
merasa bahwa meskipun secara substansi telah berupaya patuh pada regulasi nasional, ketiadaan 

dasar hukum daerah yang eksplisit melemahkan posisi hukum mereka apabila terjadi sengketa, 
audit, atau penilaian kepatuhan.35 

 

33 Lawrence M. Friedman, "Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial," Ed. M. Khozim (Bandung: Nusa 

Media, 2009). 
34 Wawancara dengan Bapak Zikri Vebri Prima, 26 Juni 2024 
35 Maksum and Suparno, “Synergy of Administrative and Criminal Law Enforcement as  an 

Effort to Prevent and Eradicate Corruption in Procurement of Goods and Services in Government 
Environment.” 
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Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa disharmonisasi regulasi pengadaan barang 
dan jasa di Kota Metro tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hierarki norma, tetapi juga 

mencerminkan kegagalan daerah dalam membentuk regulasi khusus (lex specialis) yang secara 

operasional mengatur pelaksanaan PBJ sesuai karakteristik dan kebutuhan lokal. Dalam perspektif 

asas lex specialis derogat legi generali36, peraturan yang bersifat khusus seharusnya dibentuk untuk 

mengatur secara lebih rinci pelaksanaan norma umum yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden No. 
16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021. Namun, ketiadaan Peraturan Daerah atau 
Peraturan Wali Kota yang secara khusus mengatur PBJ menyebabkan norma umum nasional 
bekerja tanpa dukungan instrumen khusus di tingkat daerah. Akibatnya, kekosongan pengaturan 

tersebut diisi oleh SOP internal yang secara teoritik tidak dapat diposisikan sebagai lex specialis, 

karena tidak memiliki legitimasi normatif dalam sistem peraturan perundang-undangan 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. 

Kondisi tersebut menimbulkan problem yuridis serius, karena SOP yang seharusnya 
berfungsi sebagai instrumen administratif justru mengambil peran regulatif yang semestinya 
diemban oleh peraturan perundang-undangan daerah. Dalam kerangka teori Gustav Radbruch, 

situasi ini menunjukkan melemahnya nilai kepastian hukum (Rechtssicherheit) sebagai prasyarat 

dasar keberlakuan hukum. Tanpa regulasi khusus yang sah dan berjenjang, aparatur pengadaan 
menjalankan kewenangan dalam ruang normatif yang tidak sepenuhnya pasti, sehingga tujuan 
kemanfaatan hukum dan keadilan hukum dalam sistem PBJ sulit dicapai secara optimal. Dengan 
demikian, tidak dibentuknya regulasi khusus PBJ di tingkat daerah tidak hanya bertentangan 

dengan asas lex specialis derogat legi generali, tetapi juga secara langsung menggerus kualitas 

keberlakuan hukum menurut Radbruch. 
Secara konseptual, temuan ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi khusus daerah bukan 

sekadar pilihan administratif, melainkan kebutuhan yuridis untuk menjamin integrasi antara norma 

umum nasional dan praktik pemerintahan daerah. Tanpa lex specialis yang sah, sistem PBJ di Kota 

Metro berjalan dalam ketegangan antara efektivitas administratif dan legitimasi hukum. Oleh 
karena itu, harmonisasi regulasi pengadaan tidak cukup hanya dengan merujuk pada regulasi 
nasional, tetapi harus diwujudkan melalui pembentukan peraturan daerah atau peraturan kepala 
daerah yang secara hierarkis sah, sehingga SOP dapat ditempatkan secara proporsional sebagai 
instrumen teknis pendukung, bukan sebagai dasar hukum utama pelaksanaan pengadaan. 

Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa disharmonisasi regulasi pengadaan 

barang dan jasa di Kota Metro membawa dampak sistemik terhadap kualitas penyelenggaraan PBJ 
dan kepastian hukum bagi aparatur pelaksana di tingkat daerah. Ketiadaan regulasi daerah yang 
hierarkis dan bersifat khusus menyebabkan praktik pengadaan berjalan dalam kerangka normatif 

yang rapuh, karena bertumpu pada instrumen administratif yang tidak memiliki legitimasi yuridis 
mengikat secara umum. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan risiko kesalahan prosedural dan 
perbedaan penafsiran antar-perangkat daerah, tetapi juga melemahkan perlindungan hukum bagi 

aparatur dalam menjalankan kewenangan administratifnya. Pada titik ini, disharmonisasi regulasi 
tidak lagi sekadar persoalan teknis peraturan, melainkan telah berkembang menjadi persoalan 

mendasar tata kelola hukum pemerintahan daerah, yang berpotensi menghambat tercapainya 
kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam sistem pengadaan barang dan jasa. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan temuan penelitian lapangan dan analisis normatif, dapat disimpulkan bahwa: 

(1) bentuk-bentuk disharmonisasi hukum dalam praktik pembentukan peraturan dan penyusunan 
regulasi pengadaan barang dan jasa di Kota Metro mencakup ketidaksesuaian materi muatan 

Peraturan Wali Kota dan SOP PBJ dengan ketentuan nasional, tidak terpenuhinya asas-asas 
pembentukan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011, serta 

ketidakselarasan vertikal–horizontal antara regulasi daerah dan peraturan yang lebih tinggi; kondisi 
ini menyebabkan banyak proses PBJ masih mengandalkan SOP internal yang tidak memiliki daya 
ikat  umum.  (2)  Faktor-faktor  yang  menghambat  harmonisasi  hukum  meliputi  rendahnya 
 

36 Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet,” in Ke-4,(Liberty, 
Yogyakarta, 2008), 2019. 
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pemahaman aparatur terhadap teknik dan asas pembentukan peraturan, cepatnya perubahan 
regulasi pengadaan di tingkat nasional, lemahnya koordinasi antarperangkat daerah dan UKPBJ, 

serta minimnya keterlibatan perancang peraturan perundang-undangan dalam penyusunan 
regulasi PBJ; seluruh faktor tersebut memperpanjang proses adaptasi regulatif dan menghambat 

konsistensi penerapan aturan. (3) Disharmonisasi regulasi berdampak nyata pada pelaksanaan PBJ, 
berupa munculnya perbedaan penafsiran antar pelaksana, ketidakpastian hukum dalam 
pengambilan keputusan administratif, serta meningkatnya risiko temuan pemeriksaan dan potensi 

sengketa; hal ini berimplikasi pada menurunnya efektivitas tata kelola pengadaan barang dan jasa 
di tingkat daerah. Meskipun penelitian ini memberikan gambaran empiris dan normatif yang 

komprehensif, ruang pengembangan tetap terbuka melalui studi komparatif antar daerah, 
pengukuran kuantitatif terhadap dampak disharmonisasi, serta analisis lebih lanjut yang 
melibatkan aktor kelembagaan secara lebih luas untuk memperkuat kebijakan harmonisasi hukum 

pengadaan di tingkat daerah. 
Peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Kota Metro segera menyusun dan menetapkan 

regulasi daerah terkait pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 dan 
Perpres PBJ, dengan melibatkan perancang peraturan perundang-undangan serta UKPBJ secara 
intensif dalam seluruh tahapan pembentukan regulasi. Selain itu, perlu dibangun mekanisme 

harmonisasi regulasi yang bersifat berkelanjutan melalui forum koordinasi lintas perangkat daerah, 
peningkatan kapasitas aparatur dalam teknik peraturan perundang-undangan, serta penyediaan 

sistem monitoring–evaluasi untuk memastikan kesesuaian regulasi daerah dengan dinamika 
kebijakan nasional. Pemerintah daerah juga disarankan memperkuat digitalisasi dokumen PBJ dan 
SOP agar mudah diakses, seragam, dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam 

implementasi di lapangan. 
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